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PNS DKI Harus Tertib dan Bijak Dalam Menggunakan

JAKARTA (Poskota)
- Inspekrorat Provinsi
DKI Jakarta meminta
kepada Pegawai Neg-
eri Sipil (PNS) DKI un-
tuk lebih tertib dan bi-
jak dalam menggunakan
media sosial (medsos).

Hal ini dilakukan
buntut dari pejabat
Dinkes DKI Ngabila
Salama yang melaku-
kan flexing/pamer gaji
sebesar Rp 34 juta per-
bulan di laman Twit-
ter pribadinya hing-
ga menyeretnya pada
pemeriksaan Inspektor-
at Provinsi DKI Jakarta.

"Tapi lagi lagi
(dalam pemeriksaan

Ngabila diminta) leb-
ih tertib bermedsos," = =
ujar Inspektur Provinsi ' -

DKI, Syaefuloh Hiday-
at kepada wartawan,
Selasa (30/5).
At a s
prilakuknya itu,
alhasil Kepala
Seksi Sur-
veilans
Epi-
de-

%
*, ¥

0/)%.. -

miologi dan Imunisasi
Dinas Kesehatan DKI,
Ngabila Salama dapat
binaan dari Inspektorat.

Namun sayangnya
Syaefuloh tidak mem-
beberkan secara jelas
pembinaan seperti apa
yang diberikannya ke-
pada Ngabila. "Kita
lakukan pembinaan.
Kita bina," kata Sy-
aefuloh.

Namun, Syae-
fuloh belum mau
mengungkap sank-
si apa yang akan di-
berikan kepada Ng-
abila salama
itu. Se-
bab

/

F,

Medsos

saat ini Inspektorat
Provinsi DKI Jakarta
tengah mendalamin-
ya. "Nanti ya, tunggu
hasil- nya.

Kalau belum ada SK nya
kita belum berani," pa-
parnya.

Sebelumnya, dunia
maya dihebohkan den-
gan aksi Kepala Sek-
si Surveilans Epidemi-
ologi dan Imunisasi Di-

nas Kesehatan DK Ja-
karta, Ngabila Sala-
ma yang sesumbar
memamerkan gajin-
ya senilai Rp 34 juta

di Twitter pribadinya.

Atas ulahnya

itu, Ngabila diperik-
sa oleh Inspektorat
Provinsi DKI Jakarta.
Sementara, Penja-
bat (Pj) Gubernur
DKl Jakarta

Inspektur DKI Svaefuloh Hidayat saat di temui awak media di DPRD DK Jakarta.

Heru Budi Hartono men-
gaku bingung masih ad-
anya pejabat DKI yang
pamer harta. Pasalnya,
Pemprov DKI telah diter-
bitkan surat edaran soal
larangan flexing pejabat
DKl yang ditandatangani
Sekda DKI Jakarta, Joko
Agus Setyono pada 12
April 2023.

Kebijakan tersebut
tertuang dalam Surat
Edaran (SE) Nomor
14/SE/2023 tentang
Penerapan Pola Hidup
Sederhana Bagi Pega-
wai Aparatur Sipil Nega-
ra di Lingkungan Pemer-
intah Provinsi Daerah
Khusus Ibu Kota.

"Ya kan udah surat
edarannya, surat eda-
ran dari Kementerian
Dalam Negeri, ter-
us ditindaklanjuti

surat edarannya
yang tandatan-
gan Pak Sek-
da," tandas
Pj Guber-
nur Heru.
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